BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar Pajak
Kendaraan Bermotor di Kéntor Bersama Samsat’ Provinsi Sumatera Barat
pada umumnya berjalan lancar akan tetapi masih jauh dari target yang telah
ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akibat masih banyaknya
Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak
antara lain karena faktor-faktor yang telah disebutkan pada bagian
sebelumnya. Kepatuhan Wajib Pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan,
penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak. Penegakan hukum
pajak dilakukan supaya Wajib Pajak yang tidak membayar pajak kendaraan
bermotor tersebut dapat merasakan dampak hukum baik itu negatif maupun
postif dari adanya suatu-penegakan hukum pajak yang mengakibatkan wajib
pajak dapat taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya. .

Kemudian bentuk dari penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak
yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dilakukan berbagai bentuk
yaitu Penegakan dengan mengirimkan blanko/ surat teguran dan penagihan

atas tunggakan pajak kendaraan bermotor, pemberian sanksi administrasi



berupa denda dan sanksi administrasi denda diikuti dengan sanksi kenaikan

dan melakukan pengawasan dalam bentuk razia kendaraan bermotor.

. Saran

Berdasarkan pada penulisan skripsi ini, maka hal — hal yang dapat
disampaikan penulis sebagai saran yang nantinya diharapkan dapat
membangun bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, khususnya Wajib
Pajak dan Petugas'Péjak pada Kantor Bersama Samsat, yaitu :

1. Bagi Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini
dipusatkan di Kota Padang hendaknya agar mempertahankan tingkat
kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotornya yang sudah ada,dan
meningkatkan pengawasannya kepada wajib pajak kendaraan bermotor
yang belum patuh dengan cara melaksanakan operasi Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) dijalan, dengan operasi tersebut wajib pajak
kendaraan bermotor akan merasa terawasi dan dapat membayar pajak
tepat pada jatuh tempo dan bukan membayar pajak setelah tanggal jatuh
tempo dan ‘memberikan kemudahan  serta:penyuluhan tentang Pajak
Provinsi dan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor kepada
masyarakat yang merupakan Wajib Pajak agar meningkatkan kesadaran
Wajib dalam melaksanakan Kewajibannya.

2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar selalu taat pada peraturan yang
berlaku, salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat

pada waktunya atau tepat pada tanggal jatuh tempo.



